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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MCJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

RENGAN RAMMAT TUMALI YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOIMKERTO

bahwa dengan ditetspkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
tIL,

. Jenis-Jenis Retribusi Daerzh Tingkat I Daerah Tingka

maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi
daerah tingkat I1 ;
bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka

dipandan tiJerIu mengatur ketentuan Retribusi Izin Trayek
dimaksud dengan menuangkennya dalam suatu Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentuk-
an Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara %\Tomor 3209);

Undangundang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu
Lintas dan Anggkuta.n Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992

" Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3480) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaren Negara Tahun
1997 Nomeor Al, Tazbe han Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomeor 28 Tehun 1997 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonasia (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 81, Tammbahan Lembaran Negara Nomer 3710) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentgélgg Pemerintah-
an Daerah (Lembaran l-legare Tahun 1 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 19382 tentan
Perubehan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242} ;

Peraturan Pemerinteh Nomor 27 Tahun 1783 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukem Acars Pidana

&I:lbﬂran Negara Tahun 1983 Nomcr 36, Tambshan
baran Negara Nomor 3258) ;
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Peraturdn Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990  tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Lala Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I
dan Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negare Nomor 3410) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomoer 3527) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3€92) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan  Undang-undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Prestden;

Keputusan Menteri Dalam Neger! Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
Dengan Kendaraan Umum ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
Tahun 1996 tentang Penyempurnaen Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penye-
lenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengun Kendaraan

Umum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Notior 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I Dan Daerali Tingkat IL.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomeor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Neger
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Ting-
kat Il Mojokerto.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK




BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;

. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan Daerah yang berlaku ;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan beatuk apapun. persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lambaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

. Angkutan Penumpang Umum adaleh kendaraan bermotor
yang disedikan untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran ;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pela
yanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil
penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal
dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap
maupun tidek berjadwal dalam Wilayah Daerah ;

. Mohil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor
yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat
duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagast ;
. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang di
lengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang di
sediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut
orang untuk keperluzn khusus atau untuk mengangkut
barang-barang khusus ;

Retribusi Perizinan Tertentu adalabh retribuasi atas
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang
penggunaan swrber daya alem, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan ;

. Retribusi Izin Trayek yang selanjuinya dapat disebut
retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu dalam Wilayah Daerah ;



1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturar. Perundang-undengan retribusi diwajib-
kan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktir terlentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Relribusi untuk
memanfaatkan izin trayek ;

n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang se-
lanjutnya dapat disingkat SPAORD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek
Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jurnlah retribusi yang terutang;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tam-
bahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKET, adalah
surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi yang telah ditetapkan ;

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disirgikat SKRDLB, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pem-
bayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang ;

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah sural untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda ;

s. Surat Keputusan Keberatan adalah sural keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh

ajib Retribusi ; )

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan uniuk mencari,
mengumﬂlﬂkam dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi  Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Dacrah ;

1. P;.:fﬂdikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah
adafah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta ~menemukan

tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK REIRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek diﬁungnt retribust sebagai
pembayaran atas pemberian izin traye kepada orang pribadi
atau badan untuk menyediakan pelayanin angkutan penumpang
umum pada suatu atau beberapa payel lertentu dalam Wilayah

Daerah.




Pasal 3

Qbyek retribusi  adalah pemberian izin trayek untuk me-
nyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah
Daerah.

Pasal 4
Subyek Retribusi adaleh orang pribadi atau badan yang
mendapat izin trayek.

BAB TI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang
diberikan, jumlah kendaraan  dan jenis angkutan umum
penumpang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi didasarkan pada tujuan untek menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian jzin trayek ;

(2) Biaya sebagaimana Qimaksud pada ayat (1) meliputi

komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi
dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnye tarif retribusi digolongkan berdasar-
kan jenis angkutan penumpang umum dan daya anghkut ;

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 24.000,00
y P
{dua puluh empat ribu rupiah).
BAR VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin
trayek diberikan.



BAT VIU

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 ( enam )
bulan.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD ;

SPAORD schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Retribusi atau kuasanya ;

Bentuk, isi serta tata cara pengisien dan penyampaian
SPACRD sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
oleh Walikota.

BAB X

PENTTAPAN RETRIBUSE

Pasal 13

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang
dengan menerbitkan SKRIDY atau deokumen lain yang
dipersamakan ;

Apebila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data
baru dan atau data vang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,
maka dikeluarkan SKRDKBT ;

Bentuk, isi dan tota cara penerbitan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan SXRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Walikota,

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

Pernungutan setribusi tidik dapat diborongkan ;

Rettibusi  dipungut dengan  menggunakan SKRD  atau
dokumen Lo yane Jdiperasmakan, dan SKRIMCBT.



BAD XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak tnembayar tepat waktu nya atau
kurang membayar, dikcnakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua perser) setiap bulan dari retribusi yang terutang
ata kurang dibayar din ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran  Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus ;

(2} Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannyva SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan,SKRDKBT dan STRD ;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BABXIV
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusidapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota alau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2} Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membukti-
kan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberaan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu idak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya ;

() Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Weberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan ;
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Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau schagian. menolak, atau menambah
besarnya retribusi yang terutang ;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran retribusi,Wajib retribusi dapat
mengajukan permchonan pengembalian kepada Walikota ;
Walikota dalam jangka wekiu 6 {(enam) bulan sejak diterima-
nys permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu peling lama 1 (satu) bulan ;

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebsgaitnana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribusi tersebut ;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling iama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duu persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan peinbayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan

a. nema dan alamat Wajib Retribusi :
b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran ;
d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;

Bukti penerimaan olek Pejabat Daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukl saat permohonan diterima oleh
Walikota.
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Pasal 21

Pengembalian  kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pagal 22
Walikota memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi ;
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka
pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau
kerusuhan ;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Walikota.
BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIIAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnye retribusi, kecuali apabila Waijib
Retribusi melakukan tindak pidena di bidang retribusi ;
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
laagsung maupun tidak langsung.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
{empat) kali jumiah retribusi yang terutang ;
Tindak pidena yang dimaksud pada ayat (1} adalah
pelanggaran.
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BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dJi lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk mnielakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Perpajakar. Daerah atau Retribusi Daerah sebagai-
mana dimaksud dafam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukumn Acara Pidana ;

Wewenang Penyidik sebagaimana diinaksud pada ayat
(1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dnn meneliti ke-
terangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan behan bukt dari orang privadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di hidang,
Retribusi Daerah ;

e, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukt
tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelak sanaan
tugas penyidikan iindak pidana di bidang Retribusi
Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pe-
meriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufe;

h. memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak
Pidana Retribusi Daerah ;

i. meinanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem.

beritahukan dimulainye penyidikan dan menyampaikan hasil

enyidikannya kepada Penuntut Umum, sesual dengan

Eetentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

L.
v




BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ind, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingket II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1994
tanggal 12 Januari 1994 Pasal 11 yang mengatur Tarip Retribusi
Izin Trayek, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Walikota,

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

DitetapkandiMojokerto
pada tanggal 12 September 2000

WALIKOTA MOJOKERTO
Cap. ttd
TEGOEH SOEJONO, S H
Diundangkan di Mojokerto
Pada taruggal 14 September 2000

Sekretartjs Daerah Kota Mgjokerto
Cap. ttd

SUTARNO, SH.
‘Pembina Tingkat I
NIP. 010072183
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